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ABSTRAK 

 

A.SAFNA ALYA SALSABILA SOFYAN (B21171511), TINJAUAN 
HUKUM PEMBERIAN IZIN BAGI TRAVEL IBADAH HAJI KHUSUS. 
Dibawah bimbingan Abdul Razak dan Zulkifli Aspan. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persyaratan pemberian 
izin travel ibadah haji khusus dan kendala pemberian izin travel ibadah 
haji khusus berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia 
No. 23 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus. 

Penelitian ini dilaksanakan di Kanwil Kementerian Agama Provinsi 
Sulawesi Selatan, PT. Pandi Kencana Murni Makassar, PT. Zam-Zam 
Utama Makassar dan berbagai literatur. Data yang diperoleh merupakan 
data primer dan data sekunder. Data primer menggunakan Teknik studi 
wawancara dengan wawancara langsung kepada pihak terkait dan data 
sekunder dari teknik studi kepustakaan dengan menggunakan metode 
deduktif maupun induktif kemudian disajikan secara deskriptif. 
 Hasil dari penilitian dan penggunaan kajian dari berbagai literatur 
yang dilakukan oleh penulis bahwa persyaratan pemberian izin PIHK 
tertuang didalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No.23 
Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Agama No. 15 Tahun 2020 yaitu 
legalitas dasar perusahaan yang merupakan berkas-berkas yang wajib 
dilampirkan, manajemen pengelolaan perusahaan dan kemampuan 
finansial perusahaan Adapun Kendala dalam pemberian izin PIHK terdiri 
atas substansi, struktur dan kultural. Persyaratan yang diminta oleh 
Kementerian Agama dapat dikatakan bersifat umum akan tetapi lebih 
menyeleksi gunanya untuk menghindari oknum-oknum yang tidak 
bertanggung jawab dan tidak relevant terhadap PIHK. 
Kata Kunci : Perizinan, Travel, Ibadah Haji Khusus, Kendala. 
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ABSTRACT 

 

A. SAFNA ALYA SALSABILA SOFYAN (B21171511), LEGAL REVIEW 
OF LICENSING FOR SPECIAL HAJJ TRAVELERS. Under the 
supervision of Abdul Razak and Zulkifli Aspan. 

This study aims to determine the requirements for the issuance of 
special Haj travel permits and what are the obstacles in granting a special 
Haj pilgrimage travel permit based on the Ministry of Religion‟s Ministerial 
Regulation No. 23/2016 concerning the Organizing of Special Hajj or PIHK 
(MR No. 23/2016). 

This research was conducted at the Regional Office of the Ministry 
of Religion of South Sulawesi Province, PT. Pandi Kencana Murni 
Makassar, PT. Zam-Zam Utama Makassar and various literatures. The 
data obtained are primary data and secondary data. Primary data using 
interview study techniques with direct interviews with related parties and 
secondary data from literature study techniques using deductive and 
inductive methods then presented descriptively. 

The results of the research and use of studies from various 
literature conducted by the author show that the requirements for granting 
permits related to the PIHK are contained in MR No. 23/2016 and MR. 
No.15/2020 are the basic legality of the company which is the documents 
that must be attached, the management of the company and the 
company's financial capability. The obstacles in granting PIHK permits 
consist of substance, structure and culture. The requirements requested 
by the Ministry of Religion can be said to be general in nature but more 
selective in order to avoid abuse of PIHK license. 
Keywords: Licensing, Travel, Special Hajj, Obstacles. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang 

Indonesia merupakan negara yang tediri dari berbagai macam agama. 

Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa 

negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk 

agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan 

kepercayaannya itu. Diantara berbagai macam agama yang ada di 

Indonesia, agama Islam menjadi agama mayoritas di Indonesia 

dikarenakan sebagian besar warga negara Indonesia merupakan pemeluk 

agama Islam.  

Kementerian Dalam Negeri menyatakan jumlah penduduk Indonesia 

pada Desember 2020 mencapai 271.349.889 1 dan sebanyak 87,2% dari 

populasi di Indonesia yang memeluk agama islam.2 Dari banyaknya umat 

islam di Indonesia, pemerintah membuat aturan terkait ibadah haji baik 

yang regular maupun yang khusus yang mengharuskan masyarakat untuk 

mendaftarkan diri bila ingin menunaikan ibadah haji. Hal ini di lakukan 

oleh pemerintah untuk membatasi kouta yang telah di tetapkan 

                                                       
1 https://money.kompas.com/read/2021/01/22/090554926/jumlah-penduduk-indonesia-terkini-
mencapai-27134-juta?page=all (diakses 1 April 2021) 
2 https://ibtimes.id/data-populasi-penduduk-muslim-2020-indonesia-terbesar-di-dunia/ (diakses 
1 April 2021 ) 
 

https://money.kompas.com/read/2021/01/22/090554926/jumlah-penduduk-indonesia-terkini-mencapai-27134-juta?page=all
https://money.kompas.com/read/2021/01/22/090554926/jumlah-penduduk-indonesia-terkini-mencapai-27134-juta?page=all
https://ibtimes.id/data-populasi-penduduk-muslim-2020-indonesia-terbesar-di-dunia/
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pemerintahan Arab Saudi akibat pandemi covid-19 yang pada tahun 2021 

ini kuota haji per negara maksimal 30% dari kuota sebelumnya. Indonesia 

akan menerima sebanyak 64.000 kuota haji, rinciannya 60.000 haji reguler 

dan 4.000 haji khusus.3 Kouta yang diberikan ini mempunyai sifat yang 

tidak tetap dalam artian pemerintah Arab Saudi bisa saja menambah atau 

mengurai kouta di setiap tahunnya. Negara Indonesia menjamin 

kemerdekaan bagi tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama sesuai 

dengan kepercayaan mereka. Salah satu jaminan negara atas 

kemerdekaan beribadah ialah memberikan pelayanan, pembinaan dan 

perlindungan bagi warga negara yang menunaikan ibadah haji dan umrah 

secara aman, nyaman, tertib dan sesuai dengan ketentuan syariat.4 

Di dalam agama Islam, Haji merupakan rukun Islam yang ke-5 (kelima) 

setelah syahadat, shalat, zakat dan puasa. Menunaikan ibadah haji 

memiliki ritual waktu tahunan yang dilaksanakan pada waktu tertentu 

antara tanggal 8 sampai dengan 13 Dzulhijjah setiap tahunnya bagi 

seluruh umat Islam didunia yang dikategorikan mampu baik secara 

material, fisik, dan keilmuan. Kegiatan ibadah haji ini kerap dilakukan bagi 

masyarakat Indonesia, tingginya nilai ibadah haji tidak mengurungkan niat 

masyarakat untuk mengorbankan Sebagian harta kekayaannya dan siap 

untuk bersusah payah untuk menunaikan rukun islam kelima tersebut.  

                                                       
3 https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/29/203000165/-klarifikasi-kuota-jemaah-haji-

2021-indonesia-64.000-orang?page=all (diakses 1 April 2021) 
4 Undang-Undang No.8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh 
 

https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/29/203000165/-klarifikasi-kuota-jemaah-haji-2021-indonesia-64.000-orang?page=all
https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/29/203000165/-klarifikasi-kuota-jemaah-haji-2021-indonesia-64.000-orang?page=all
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Adapun ketentuan serta syarat wajib mengerjakan ibadah Haji yang 

meliputi 5:  

1. Orang yang mengerjakan haji itu seorang yang beragama islam.  

2. orang yang mengerjakan haji itu seorang yang mukalaf  

3. Orang yang mengerjakan haji itu merdeka (bukan budak belian)  

4. Orang yang mengerjakan haji itu mempunyai kesanggupan untuk 

melakukannya. Ibadah Haji bagi setiap muslim yang mampu 

hukumnya adalah wajib. 

Indonesia merupakan salah satu negara dengan pemeluk agama Islam 

terbanyak di dunia dan negara yang melakukan penyelenggaraan ibadah 

haji setiap tahunnya. Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan 

ibadah haji sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 29 Ayat (2) 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang 

menyatakan bahwa beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. 

Pelaksanaan haji mempunyai landasan yuridis pada Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 1999 yang telah direvisi dan saat ini dasar dan payung 

hukum pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji berdasarkan pada 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah 

Haji. Dalam Undang-Undang ini secara tegas dinyatakan bahwa 

penyelenggaraan ibadah haji menjadi tanggung jawab pemerintah yang 

dikoordinasikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia.  

                                                       
5 Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy,1997, Pedoman Haji,Semarang: PT. Pustaka 

Rizki Putra, hal 16 
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Sesuai peraturan perundang-undangan tersebut, penyelenggaraan 

ibadah haji menjadi tanggungjawab pemerintah yang dikoordinasikan oleh 

Menteri Agama RI. Hal tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa 

penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional dan menyangkut 

martabat serta nama baik bangsa. 

Dalam rangka tindak lanjut Udang-Udang No. 17 Tahun 1999 telah 

ditetapkan ketentuan pelaksanaannya dalam bnetuk keputusan Menteri 

Agama RI No. 371 Tahun 2002 tentang penyelengaraan Ibadah Haji dan 

Umrah dan dijabarkan dengan keputusan Direktur Jendaral Bimbingan 

Masyarakat Islam dan penyelengaaraan haji dan umrah dilengkapi 

dengan berbagai keputusan teknis lainya yang setiap tahun dilakukan 

penyempurnaan sesuai tuntutan peningkatan pelayanan guna tercapainya 

kemudahan dalam penyelenggaraan ibadah haji.6 

Menunaikan ibadah haji merupakan kewajiban yang harus di 

laksanakan oleh setiap umat muslim yang mampu (istitho'ah) serta 

mengerjakannya sekali seumur hidup, kemampuan yang harus di penuhi 

untuk melaksanakan ibadah haji dapat di golongkan dalam dua pengertian 

yaitu :  

Pertama, kemampuan personal yang harus di penuhi oleh masing 

masing individu mencangkup antara lain kesehatan jasmani dan rohani, 

                                                       
6
 Iman Syakani, Panajemen Pelayanan Haji (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 

2009). h.154-155.  
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kemampuan ekonomi yang cukup baik bagi dirinya maupun bagi keluarga 

yang di tinggalkan,dan di dukung dengan pengetahuan agama khusunya 

tentang manasik haji.  

Kedua, kemampuan umum yang bersifat eksternal yang harus di 

penuhi oleh lingkungan negara dan pemerintah yang mencangkup antara 

lain peraturan perundang undangan yang berlaku, keamanan dalam 

perjalanan, fasilitas,transportasi dan hubungan antar negara baik 

multilateral maupun bilateral antara pemerintah indonesia dengan 

kerajaan Arab Saudi. Dengan terpenuhinya dua kemampuan tersebut 

maka perjalanan untuk menunaikan ibadah haji baru dapat terlaksana 

dengan baik dan lancar.7 

Penyelenggaraan ibadah haji khusus adalah penyelenggaraan ibadah 

haji khusus yang pelayanan, pengelolaan dan pembiayaannya bersifat 

khusus. Seperti yang tercantum dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang 

nomor 13 Tahun 2008 disebutkan bahwa:  

"Penyelenggaraan haji khusus merupakan pihak yang 

menyelenggarakan pengelolaan, pembiayaan dan pelayannya bersifat 

khusus". Berbeda dengan penyelenggaraan ibadah haji reguler yang 

tanggung jawab dan pelaksanaanya adalah pemerintah melalui 

                                                       
7
 Ibid, hal.2 
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Kementerian Agama untuk penyelenggaraan ibadah haji khusus ini yang 

menyelenggarakan adalah Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). 8 

Penyelenggara ibadah haji khusus adalah biro perjalanan yang telah 

mendapat izin menteri untuk menyelenggarakan ibadah haji khusus.9 

Biro perjalanan yang telah mendapatkan izin menteri terkait tersebut 

harus berbentuk badan hukum baik berupa PT atau setidak-tidaknya CV. 

Biro perjalanan yang telah berbentuk badan hukum tersebut selanjutnya 

melakukan pendaftaran sebagai biro perjalanan dengan memenuhi 

persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh Pemerintah. Untuk 

dapatnya menyelenggarakan ibadah haji khusus, penyelenggara ibadah 

haji khusus harus memenuhi persyaratan/kriteria yang telah ditentukan 

oleh Kementerian Agama sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 

35 ayat (4) PP Nomor 79 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, 

yaitu : 10 

a. Telah memperoleh izin sebagai PPIU oleh menteri;  

b. Telah menyelenggarakan ibadah umroh paling singkat selama 3 

(tiga) tahun dan memberangkatkan jamaah umroh paling sedikit 

300 (tiga ratus) orang;  

                                                       
8
 Pasal 3 PP Nomor 79 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 

tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.  
9
 Pasal 1 angka 8 PP Nomor 79 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.  
10 Pasal 1 angka 8 PP Nomor 79 tahun 2012.   
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c. Memiliki kemampuan teknis menyelenggarakan ibadah haji 

khusus yang meliputi kemampuan sumber daya 

manusia,sarana dan prasarana dan manajemen;  

d. Memiliki kemampuan finasial untuk menyelenggarakan ibadah 

haji khusus yang dibuktikan dengan jaminan bank; dan  

e. Memiliki komitmen untuk menyelengarakan ibadah haji khusus 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan, standart 

pelayanan yang telah ditetapkan oleh menteri dan ketentuan 

pemerintah kerajaan Arab Saudi;  

Perikatan antara biro penyelenggara Ibadah Haji Khusus dengan 

calon jamaah Haji plus selanjutnya didahului dengan perjanjian diantara 

para pihak, yang didalam perjanjian tersebut memuat syarat-syarat , hak, 

dan kewajiban para pihak. Perjanjian yang dibuat tersebut mengikat kedua 

belah pihak yaitu antara perusahaan atau biro penyelenggara Ibadah Haji 

Khusus sebagai pihak pertama dengan calon jamaah Haji plus sebagai 

pihak kedua. Agar pelaksanaan suatu perjanjian dapat berjalan dengan 

baik makauntuk menentukan apakah debitur telah melaksanakan 

kewajiban memenuhi isi perjanjian ukurannya didasarkan pada 

kepatuhan, ini artinya debitur telah melaksanakan kewajibannya menurut 

yang sepatutnya, serasi dan layak menurut semestinya seseuai dengan 

ketentuan yang telah mereka setujui bersama dalam perjanjian . 11 

                                                       
11

 M. Yahya Harahap, 1986, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Bandung: Alumni, Hal. 19.  
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Seperti yang diketahui sepanjang tahun animo umat islam untuk 

berhaji tidak pernah surut. Tidak heran jika pada daerah tertentu yang 

animo umat Islamnya untuk berhaji atau berumroh sangat tinggi, antrian 

daftar tunggu haji sudah mencapai 12-13 tahun sehingga banyak jamaah 

yang lebih memilih Haji Khusus atau Umroh yang mana mereka tidak 

perlu menunggu terlalu lama.  

Banyak permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan ibadah 

haji akibat sosialisasi kebijakan pemerintah yang kurang baik, diantaranya 

banyaknya pendaftar jama‟ah haji pada tahun 2019 yang melampaui 

710.000 peserta. 12 Banyaknya pendaftar tentu saja membuat para calon 

jama‟ah haji berlomba-lomba untuk menunaikan Ibadah Haji dengan 

waktu yang sedikit lebih cepat yakni menggunakan agen travel yang 

tentunya menyelenggarakan Ibadah Haji Khusus. Tingkat kenaikan yang 

sangat tinggi ini tidak terdeteksi secara dini karena sistem pendataan, 

pelaporan dan monitoring masih menggunakan sistem manual yang 

lambat dan konvensional, karenapada saat itu dilakukan dengan telepon, 

faksimili, dan hard copy berupa daftar nominatif yang dikirim secara 

berkala melalui pos atau kurir.
 

Berbekal pengalaman tersebut, 

Kementerian Agama mengevaluasi penyelenggaraan haji khusus setelah 

menerima banyak keluhan dari jemaah. Secara keseluruhan, baik dari 

                                                       
12 https://kabar24.bisnis.com/read/20181019/15/851178/banyak-terima-keluhan-kemenag-
evaluasi-penyelenggara-haji-khusus (diakses tanggal 2 Januari 2021) 

https://kabar24.bisnis.com/read/20181019/15/851178/banyak-terima-keluhan-kemenag-evaluasi-penyelenggara-haji-khusus
https://kabar24.bisnis.com/read/20181019/15/851178/banyak-terima-keluhan-kemenag-evaluasi-penyelenggara-haji-khusus
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aspek perencanaan, pendataan, operasional manajerial, sumber daya 

manusia, dan perkembangan teknologi informasi.  

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut di atas, Penulis 

kemudian tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul 

Tinjauan Hukum Pemberian Izin Bagi Travel Dalam Penyelenggaraan 

Ibadah Haji Khusus.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi 

permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana persyaratan pemberian izin travel Ibadah Haji 

Khusus? 

2. Apa kendala pemberian izin travel ibadah haji berdasarkan 

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 23 Tahun 

2016 tentang penyelenggaraan ibadah haji khusus? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

Sehubungan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian 

skripsi ini adalah sebagai berikut :  

1. Untuk mengetahui persyaratan pemberian izin travel Ibadah Haji 

Khusus. 
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2. Untuk mengetahui kendala pemberian izin travel ibadah haji 

berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No.23 

Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus. 

D. Manfaat Penelitian  

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka kegunaan penelitian ini 

adalah:  

1. Manfaat Teoretis penelitian ini adalah untuk memberikan 

pemahaman terkait pemberian izin terhadap setiap travel 

penyelenggara Ibadah Haji Khusus. 

2. Manfaat Praktis adalah untuk dapat digunakan sebagai bahan 

referensi, dan sebagai bahan informasi kepada peneliti lainnya 

dalam penyusunan suatu karya ilmiah yang ada kaitannya dengan 

judul diatas.  

E. Keaslian Penelitian  

Penelitian bertujuan untuk melihat karya tulis terdahulu ataupun hasil 

penelitian orang lain yang ada hubungannya dengan penelitian yang 

dilakukan oleh penulis. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan 

data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-

literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya 

dengan masalah yang dipecahkan.  
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Guna memperoleh sejumlah data dan informasi awal yang dapat 

mendukung pelaksanaan penulisan ini, maka dapat dilakukan kajian 

terhadap beberapa hasil peneliltian terdahulu. 

1. Penelitian yang dilakukan Elvira Wulandari (B12112174) Fakultas 

Hukum Univesitas Hasanuddin, mengangkat judul “Implementasi 

Kewenangan Kementrian Agama Republik Indonesia Terhadap 

Penetapan Kuota Ibadah Haji” pendetan ini memiliki kemiripan 

dalam penilitian kuantitatifnya, namun yang menjadi perbedaan 

adalah dimana dalam skripsinya  membahas mengenai ketetapan 

kuota ibadah haji sesuai dengan kewenangan Kementrian Agama 

Republik Indonesia, sementara dalam skripsi ini penulis membahas 

mengenai pengaturan prosedur pemberian izin travel ibadah haji 

berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 23 

Tahun 2016 tentang penyelenggaraan ibadah haji khusus.  

2. Penelitian yang dilakukan oleh Yohanes Immanuel (100710101092) 

Fakultas Hukum Universitas Jember, mengangkat judul 

“Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Jasa Perjalanan Oleh 

Pengusaha Jasa Perjalanan (Travel Agent)” pendataan ini memiliki 

kemiripan dalam segi bentuk pengaturan atas jasa perjalanan travel 

sedangkan penulis dalam hal ini membahas spesifik mengenai 

persyaratan dan kendala pemberian izin travel ibadah haji 

berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 23 

Tahun 2016 tentang penyelenggaraan ibadah haji khusus.  



 

 12 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Tentang Perizinan 

Izin kerap kali menjadi persoalan dalam kehidupan sehari-hari. 

Berbicara mengenai  izin pada dasarnya mencakup suatu pengertian yang 

sangat kompleks yaitu berupa hal yang membolehkan seseorang atau 

badan hukum melakukan sesuatu hal yang rnenurut peraturan perundang-

undangan harus. Mulai dari masyarakat biasa sampai pejabat, berkutat 

dengan perizinan, karena perizinan berkaitan dengan kepentingan yang 

diingikan oleh masyarkat untuk melakukan aktivitas tertentu dengan 

mendapat persetujuan atau legalitas dari pejabat negara sebagai alat 

administrasi didalam pemerintahan suatu negara. Sebagai suatu bentuk 

kebijakan tentunya izin tidak boleh bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan serta norma norma kehidupan yang ada 

dimasyarakat baik secara vertikal maupun horizontal.  Kebijakan yang 

berbentuk izin harus mencerminkan suatu kebjakan yang sesuai dengan 

prikehidupan dan kenyamanan seluruh masyarakat, sehingga tujaun 

negara dalam konsep negara kesejahteraan (welfare state) yang 

termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia 1945 alinea ke-empat , dapat terwujud. Dalam pembukaan UUD 

1945 untuk mewujudkan negara kesejahteraan telah diamanatkan bahwa: 
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1.    Negara berkewajiban memberikan perlindungan kepada segenap 

bangsa Indonesia dan seluruh wilayah teritorial Indonesia 

2.    Negara berkewajiban memajukan kesejahteraan umum 

3.    Negara berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa. 

 

Indonesia merupakan Negara hukum yang mana setiap kegiatan 

atau hal apapun itu yang ada di Indonesia harus sesuai dengan apa yang 

ada dalam peraturan perundang undangan. Begitu juga dengan masalah 

perizinan akan suatu hal dalam suatu instansi atau masyarakat. Sangat 

diperlukan atau diharuskan sekali izin yang sesuai dengan hukum di 

Indonesia. Bahkan Pemerintahan daerah dalam mengurus 

kewenangannya mengeluarkan kebijakan berbentuk Perda, keputusan 

kepala daerah, dan peraturan lainnya yang mana salah satu bentuk 

perwujudan kewenangan tersebut adalah perizinan. Perizinan sebagai 

bentuk ketetapan merupakan tindakan sepihak dari administrasi Negara. 

 

1. Pengertian Izin 

Di dalam kamus istilah hukum, izin (vergunning) dijelaskan sebagai 

perkenaan/izin dari pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang 

pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada 
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umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak 

dikehendaki.13 

 Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk 

mengemudikan tingkah laku para warga. Dengan memberi izin penguasa 

memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-

tindakan tertentu yang sebenamya dilarang, ini menyangkut perkenan 

bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan 

pengawasan khusus atasnya.  

Di samping itu izin juga dapat diartikan, apabila pembuat peraturan 

secara umum tidak melarang sesuatu perbuatan, asal saja dilakukan 

sesuai dengan ketentuan – ketentuan yang berlaku. Dengan demikian 

maka perbuatan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan 

tersebut bersifat suatu izin. 14 

Perizinan dapat didefenisikan dalam arti luas dan dalam 

arti  sempit. Dalam arti luas yakni merupakan salah satu instrumen yang 

paling banyak digunakan dalam hukum administrasi.  

 Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang 

memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang 

sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenaan bagi suatu tindakan yang 

demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya.15 

                                                       
13

 HR,Ridwan. 2006. Hukum Administrasi Negara, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 
hlm.198 
14 S.F Marbun dan Moh.Mahfud.MD, Pokok – Pokok Administrasi Negara, (Yogyakarta: 

Liberty, 2000), h.95 
15

 N.M.Spelt dan J.BJ.M. Ten Berge, Pengantar Hukum Perizinan, (Surabaya:, 1992), h.3 
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Sedangkan dalam arti sempit yakni pengikatan-pengikatan pada 

suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat 

undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk 

menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Tujuannya ialah mengatur 

tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya 

dianggap tercela, namun di mana ia menginginkan dapat melakukan 

pengawasan sekedarnya. Hal pokok pada izin dalam arti sempit adalah 

bahwa suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan dengan tujuan 

agar dalam ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenaan 

dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus. Jadi 

persoalannya bukanlah untuk hanya memberi perkenaan dalam keadaan-

keadaan yang sangat khusus, tetapi agar tindakan-tindakan yang 

diperkenankan dilakukan dengan cara tertentu/ dicantumkan dalam 

ketentuan-ketentuan. 16 

Dalam perkembangannya, secara yuridis pengertian izin dan 

perizinan tertuang dalam Pasal 1 angka 8 dan 9 Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dalam Pasal 1 angka 8 ditegaskan bahwa 

Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah 

berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupkaan 

bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkan seseorang atau badan 

untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. Kemudian pasal 1 angka 9 

                                                       
16 Ibid. 
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menegaskan bahwa perizinan adalah pemberian legalitas kepada 

seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin 

maupun tanda daftar usaha. 17 

Dengan mengikat tindakan-tindakan pada suatu sistem perizinan, 

pembuat undang-undang dapat mengejar berbagai tujuan, yaitu:  

1. Keinginan mengarahkan pengendalikan aktivitas-aktivitas tertentu.  

2. Mencegah bahaya bagi lingungan.  

3. Keinginan melindungi obyek-obyek tertentu.  

4. Hendak membagi benda-benda yang sedikit.  

5. Pengarahan dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas 

yang dilakukan.18 

Izin juga bermaksud bilamana pembuat peraturan melarang suatu 

perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya, asal saja diadakan 

secara yang ditentukan untuk masing – masing hal yang konkrit, maka 

perbuatan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut 

bersifat suatu izin.19 Perizinan maksudnya dapat berbentuk pendaftaran, 

rekomendasi sertifikat, penentuan kuota dan izin untuk melaksanakan 

sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu 

                                                       
17 Adrian Sutedi, Hukum Perizinan Dalam Sektor Publik, Ed.Pertama, Cet. Pertama, Sinar 

Grafika, 2010, Hlm. 173. 
18 N.M,Spelt dan J.B.J.M. Ten Derge, Penguntar Hukum Perizinan, (Surabaya: 1992), h.7 
19

 Rachman Mustafa, Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia (Bandung: Citra 
Aditya Bakti, 2001), h. 80 



 

 17 

organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat 

melakukan suatu kegiatan atau tindakan yang dilakukan 

Dalam suatu negara hukum, pengawasan terhadap tindakan 

pemerintahan dimaksudkan agar pemerintahan dalam menjalankan 

aktivitasnya masih didalam batas norma-norma hukum. Sebagai suatu 

upaya preventif, yang dimaksudkan juga agar segala sesuatunya kembali 

kepada norma-norma hukum. Selain dari pada itu, yang terpenting adalah 

pengawasan ini diupayakan dalam rangka memberikan uipaya 

perlindungan kepada masyarakat. Hukum adalah suatu rangkaian 

peraturan yang mengikat, memaksa dan apabila dilanggar mendapatkan 

sanksi. Hubungan antara  kaidah hukum dan kaidah-kiadah sosial lainnya 

saling mengisi,  artinya kaidah sosial mengatur kehidupan manusia dalam 

masyarakat walaupun  hukum tidak  mengaturnya. Selain saling mengisi, 

juga saling memperkuat. Bahkan sebelum kaidah hukum dikodifikasikan, 

kaidah-kaidah yang lain sudah mempunyai aturan sendiri yang jelas 

bahkan mempunyai sanksi. Sumber norma agama, kesusilaan , 

kesopanan, dan hukum  berlainan. Norma agama sumbernya 

kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, norma kesusilaann 

sumbernya hati nurani, norma kesopanan sumbernya keyakinan 

masyarakat yang bersangkutan dan norma hukum sumbernya peraturan 

perundang-undangan. 
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2. Hukum Perizinan 

Hukum perizinan adalah ketentuan yang berkaitan dengan pemberian 

izin atau bentuk lain yang berkaitan dengan itu yang dikeluarkan oleh 

pemerintah sehingga dengan pemberian izin tersebut melahirkan hak bagi 

pemegang izin baik terhadap seseorang, badan usaha, organisasi, 

Lembaga Swadaya Masyarakat dan sebagainya untuk beraktivitas 

N.M. Spelt dan J.B.J.M. Ten Berge sebagaimana dikutip oleh Philipus 

M. Hadjon mengemukakan pengertian izin dalam arti luas adalah: Izin 

adalah instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum 

administrasi. Pemerintahan menggunakan izin sebagai sarana yuridis 

untuk mengendalikan tingkah laku warga. Izin adalah persetujuan dari 

penguasa berdasarkan undangundang atau peraturan pemerintah, untuk 

dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan 

dalam undang-undang.20 

Setudi menyatakan bahwa izin merupakan keputusan pejabat atau 

badan tata usaha negara yang berwenang, yang isinya atau substansinya 

mempunyai sifat sebagai berikut:21 

a. Izin bersifat bebas, adalah izin sebagai keputusan tata usaha 

negara yang penerbitannya tidak terikat pada aturan dan hukum tertulis 

                                                       
20

 Hadjon, Philipus M. et al. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Yogjakarta :Gajah 
Mada University Press, 2005, hal 78. 
21

 Sutedi., Op.cit., hal 9. 
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serta organ yang berwenang dalam izin memiliki kadar kebebasan yang 

besar dalam memutuskan pemberian izin.  

b. Izin bersifat terikat, adalah izin sebagai keputusan tata usaha 

negara yang penerbitannya terikat pada aturan dan hukum tertulis dan 

tidak tertulis serta organ yang berwenang dalam izin kadar kebebasannya 

dan wewenangnya bergantung pada kadar sejauh mana peraturan 

perundang-undangan mengaturnya misalnya, IMB, izin HO, izin usaha 

industry, izin usaha travel. 

c. Izin yang bersifat menguntungkan, merupakan izin yang isinya 

mempunyai sifat menguntungkan pada yang bersangkutan, izin yang 

bersifat menguntungkan isi nyata keputusan merupakan titik pusat yang 

memberi anugerah kepada yang bersangkutan di berikan hak-hak atau 

pemenuhan tuntutan yang tidak akan ada tanpa keputusan tersebut, 

misal, SIM, SIUP, SITU, dan lain-lain.  

d. Izin yang bersifat memberatkan, merupakan izin yang isinya 

mengandung unsur-unsur memberatkan dalam bentuk ketentuan-

ketentuan yang berkaitan kepadanya. Di samping itu izin yang bersifat 

memberatkan merupakan izin yang memberikan beban kepada orang lain 

atau masyarakat disekitarnya misalnya, pemberian izin kepada 

perusahaan tertentu, bagi mereka yang tinggal disekitarnya yang merasa 

dirugikan izin tersebut merupakan suatu beban. Pembedaan antara izin 

yang bersifat menguntungkan dengan izin yang memberatkan adalah 



 

 20 

penting dalam hal penarikan kembali atau pencabutan dan perubahannya. 

Izin sebagai keputusannya yang menguntungkan tidak begitu gampang 

dapat ditarik kembali atau di ubah atas kerugian yang berkepentingan. 

Adapun penarikan kembali/pencabutan dan perubahan izin yang bersifat 

memberatkan biasanya tidak terlalu menjadi soal.  

e. Izin yang segera berakhir, merupakan izin yang menyangkut 

tindakantindakan yang akan segera berakhir atau izin yang masa 

berlakunya relatif pendek, misalnya izin mendirikan bangunan (IMB), yang 

hanya berlaku untuk mendirikan bangunan dan berakhir saat bangunan 

selesai didirikan 

f. Izin yang berlangsung lama, merupakan izin yang menyangkut 

tindakantindakan yang berakhirnya atau masa berlakunya relatif lama, 

berhubungan dengan lingkungan. g. Izin yang bersifat pribadi, merupakan 

izin yang isinya bergantung pada sifat atau kualitas pribadi dan 

permohonan izin misalnya, Surat Izin Mengemudi (SIM). h. Izin yang 

bersifat kebendaan, merupakan izin yang isinya bergantung pada sifat dan 

objek izin, misalnya izin HO, SITU, dan lain-lain. 

Menurut Van Wijk-Konjinenbelt ada tiga fungsi hukum administrasi 

Negara yaitu sebagai norma , instrument dan jaminan. Sehingga hukum 

administrasi menurut beliau di pandang sebagai instrument yuridis bagi 

penguasa atau pemerintah untuk secara aktif terlibat dalam kehidupan 

masyarakatnya. Disamping itu juga merupakan hukum yang 
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memungkinkan anggota masyarakat mempengaruhi penguasa sekaligus 

juga memberikan perlindungan terhadap penguasa. Secara konkret, 

wujud hukum administrasi dalam ketiga fungsi tersebut dapat ditemukan 

pada instrument perizinan yang ditekankan pemerintah untuk 

mengkonkretisasi wewenangnya mengatur dan mengendalikan kegiatan 

masyarakat dengan beberapa atau motif tertentu22. 

3. Fungsi & Tujuan Perizinan 

Secara teoretis, perizinan memiliki beberapa fungsi sebagaimana 

dijelaskan berikut:23 

a. Instrumen Rekayasa Pembangunan Pemerintah  

Instrumen rekayasa pembangunan pemerintah dapat membuat 

regulasi dan keputusan yang memberikan instensif bagi pertumbuhan 

sosial ekonomi. Demikian juga sebaliknya regulasi dan keputusan tersebut 

dapat juga menjadi penghambat (sekaligus sumber korupsi) bagi 

pembangunan. Perinzinan adalah instrumen yang memanfaatkannya 

ditentukan oleh tujuan dan prosedur yang ditetapkan pemerintah. Jika 

perizinan hanya dimaksudkan untuk income daerah, maka hal ini tentu 

akan memberikan dampak negatif (disensif) bagi pembangunan, pada sisi 

yang lain jika prosedur perizinan dilakukan dengan cara-cara yang tidak 

transparan, tidak ada kapasitas hukum, berbelit-belit, dan hanya bisa 

                                                       
22 Ibid, hal 87 
23 Ibid, Hlm. 198. 
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dilakukan dengan cara-cara yang tidak sehat, maka perizinan juga bisa 

menjadi penghambat bagi pertumbuhan sosial ekonomi daerah. Dengan 

demikian, baik buruknya, tercapai atau tidaknya tujuan perizinan akan 

sangat ditentukan oleh prosedur yang ditetapkan dan dilaksanakan, 

semakin mudah, cepat, dan transparan prosedur pemberian perizinan, 

maka semakin tinggi potensi perizinan menjadi instrumen rekayasa 

pembangunan. 

 b. Budgeting 

 Perizinan mempunyai fungsi keuangan (Budgeting), yaitu menjadi 

sumber pendapatan bagi negara. Pemberian lisensi dan izin kepada 

masyarakat dilakukan dengan kontrasepresasi berupa retribusi perizinan. 

Karena negara mendapatkan kedaulatan dari rakyat, maka retribusi 

perizinan hanya dibenarkan jika ada dasar hukum, yaitu undang-undang 

dan/atau peraturan daerah. hal ini untuk menjamin bahwa hak-hak dasar 

masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah tidak terlukai 

karena penarikan retribusi perizinan yang sewenang-wenang dan tidak 

memiliki dasar hukum. Jika secara imperatif melalui perundang-undangan 

pemerintah telah memperoleh mandat untuk menarik retribusi perizinan, 

maka masyarakat juga tidak boleh menghindari untuk membayarnya. Hal 

itu karena retribusi perizinan juga menjadi sumber pendapatan yang 

membiayai pelayananpelayanan perizinan lainnya harus diberikan 

pemerintah kepada masyarakat .meskipun demikian, pemerintah harus 
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memperhatikan aspek keberlangsungan dan kelestarian daya dukung 

pembangunan, serta pertumbuhan sosial ekonomi. Penetapan tarif 

retribusi perizinan tidak boleh melebihi kemampuan masyarakat untuk 

membayarnya. 

c. Reguleren  

Perizinan yang memiliki fungsi pengaturan (reguler), yaitu menjadi 

instrumen pengaturan tindakan dan perilaku masyarakat. Sebagaimana 

dalam prinsip pemungutan pajak, maka perizinan dapat mengatur pilihan-

pilihan tindakan dan perilaku masyarakat. Jika perizinan terkait dengan 

pengaturan untuk pengelola sumber daya alam, lingkungan, tata ruang, 

dan aspek startegis lainnya, maka prosedur dan syarat harus ditetapkan 

melalui peraturan perundangundangan, harus pula terkait dengan 

pertimbangan-pertimbangan strategis tersebut. Dengan demikian, harus 

ada keterkaitan antara pemerintah perizinan dengan syarat-syarat yang 

ditetapkan. Disamping itu pula penetapan tarif terhadap perizinan harus 

memperhatikan tujuan dan fungsi pengatura yang akan dicapai oleh 

perizinan tersebut. 

Berkenaan dengan fungsi-fungsi hukum modern, izin dapat diletakkan 

dalam fungsi menertibkan masyarakat. Adapun mengenai tujuan 

perizinan, hal ini bergantung pada kenyataan konkrit yang dihadapi, 

keragaman peristiwa konkrit menyebabkan keragaman pula dari tujuan 

izin. 
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Adapun tujuan Perizinan yakni Pertama, Untuk melaksanakan 

peraturan, Apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan 

tersebut sesuai dengan kenyataan dalam praktiknya atau tidak, dan 

sekaligus untuk mengatur ketertiban. Kedua, Sebagai sumber pendapatan 

daerah , Dengan adanya permohonan izin , maka secara langsung 

pendapatan pemerintah akan bertambah, karena setiap izin yang 

dikeluarkan, pemohon harus membayar retribusi lebih dahulu. Dampaknya 

semakin banyak pula pendapatan dibidang retribusi yang tujuan akhirnya 

akhirnya adalah untuk biaya pembangunan.  

Kegiatan perizinan yang dilaksanakan oleh pemerintah pada intinya 

adalah untuk menciptakan kondisi bahwa kegiatan pembangunan sesuai 

peruntukan, di samping itu agar lebih berdaya guna dan berhasil guna 

dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pembangunan. Lebih 

jauh lagi melalui sistem perizinan diharapkan dapat tercapainya tujuan 

tertentu di antaranya: 24 

1. Adanya suatu kepastian hukum  

2. Perlindungan kepentingan hukum  

3. Pencegahan kerusakan atau pencemaran lingkungan  

4. Pemerataan distribusi barang tertentu. 

                                                       
24 Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, Hukum Administrasi Negara dan 

Kebijakan Pelayanan Publik, (Bandung: Nuansa, 2012), hlm. 94-95 
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4. Unsur-Unsur Perizinan 

Terdapat beberapa unsur perizinan diantaranya : 25 

a. Instrumen yuridis  

Izin merupakan instrument yuridis dalam bentuk ketetapan yang bersifat 

konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau 

mentapkan peristiwa konkret,sebagai ketetapan izin itu dibuat dengan 

ketentuan dan persyaratan yang berlaku pada ketetapan pada umumnya. 

b. Peraturan perundang-undangan  

Pembuatan dan penerbitan ketetapan izin merupakan tindakan hukum 

permerintahan,sebagai tindakan hukum maka harus ada wewenang yang 

diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau harus berdasarkan 

pada asas legalitas, tanpa dasar wewenang, tindakan hukum itu menjadi 

tidak sah,oleh karena itu dalam hal membuat dan menerbitkan izin 

haruslah didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan per-

UUan yang berlaku, karena tanpa adanya dasar wewenang tersebut 

ketetapan izin tersebut menjadi tidak sah. 

c. Organ pemerintah 

Organ pemerintah adalah organ yang menjalankan urusan pemerintah 

baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.menurut sjahran basah,dari 
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 Ridwan HR. 2006. Hukum Adminstrasi Negara. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm 201-202 
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badan tertinggi sampai dengan badan terendah berwenang memberikan 

izin. 

d. Peristiwa kongkret  

Izin merupakan instrument yuridis yang berbentuk ketetapan yang 

digunakan oleh pemerintah dalam menghadapi peristiwa kongkret dan 

individual,peristiwa kongkret artinya peristiwa yang terjadi pada waktu 

tertentu, orang tertentu ,tempat tertentu dan fakta hukum tertentu.  

e.  Prosedur dan persyaratan  

Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu 

yang ditentukan oleh pemerintah,selaku pemberi izin. Selain itu pemohon 

juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan 

secara sepihak oleh pemerintah atatu pemberi izin.prosedur dan 

persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, 

dan instansi pemberi izin.26 

Menurut Soehino, syarat-syarat dalam izin itu bersifat konstitutif 

dan kondisional,konstitutif, karena ditentukan n suatu perbuatan atau 

tingkah laku tertentu yang harus (terlebih dahulu) dipenuhi, kondisional, 

karena penilaian tersebut baru ada dan dapat dilihat serta dapat dinilai 

setelah perbuatan atau tingkah laku yang disyaratkan itu terjadi. 

                                                       
26

 Ibid, h. 216 
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5. Bentuk dan Isi Izin 

Sesuai dengan sifatnya,yang merupakan bagian dari ketetapan, 

izin selalu dibuat dalam bentuk tertulis,sebagai ketetapan tertulis,secara 

umum izin memuat hal-hal sebagai tersebut:27 

 A. Organ yang berwenang  

Dalam izin dinyatakan siapa yang memberikannya,biasanya dari kepala 

surat dan penandantangan izin akan nyata organ mana yang memberikan 

izin. 

B. Yang dialamatkan 

Izin ditujukan pada pihak yang berkepentingan,biasanya izin lahir setelah 

yang berkepentingan mengajukan permohonan untuk itu,oleh karena itu 

keputusan yang memuat izin akan dialamatkan pula kepada pihak yang 

memohon izin. 

C. Diktum 

Keputusan yang memuat izin, demi alasan kepastian hokum,harus 

memuat uraian sejelas mungkin untuk apa izin itu diberikan.bagian 

keputusan ini,dimana akibat-akibat hokum yang ditimbulkan oleh 

keputusan dinamakan dictum,yang merupakan inti dari keputusan,memuat 

hak-hak dan kewajiban yang dituju oleh keputusan itu.  

                                                       
27

 Ridwan HR, Op. Cit, Hlm. 209.  
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D. Ketentuan-ketentuan,pembatasan-pembatsan dan syarat-syarat  

Ketentuan ialah kewajiban-kewajiban yang dapat dikaitkan pada 

keputusan yang menguntungkan. Pembatasan-pembatsan dalam izin 

member, memungkinan untuk secara praktis melingkari lebih lanjut 

tindakan yang dibolehkan, pembatasan ini merujuk batsabatas dalam 

waktu,tempat dan cara lain. Juga terdapat syarat,dengan menetapkan 

syarat akibat-akibat hukum tertentu digantungkan pada timbulnya suatu 

peristiwa dikemudian hari yang belum pasti,dapat dimuat syarat 

penghapusan dan syarat penangguhan.  

 

E. Pemberi alasan  

Pemberian alasan dapat memuat hal-hal seperti penyebutan 

ketentuan UU,pertimbanganpertimbangan hukum, dan penetapan fakta. 

F. Pemberitahuan-pemberitahuan tambahan 

Pemberitahuan tambahan dapat berisi bahwa kepada yang 

dialamatkan ditunjukkan akibat-akibat dari pelanggaran ketentuan dalam 

izin, seperti sanksi-sanksi yang mungkin diberikan pada 

ketidakpatuhan.mungkin saja juga merupakan petunjuk-petunjuk 

bagaimana sebaiknya bertidak dalam mengajukan permohonan-

permohonan berikutnya atau informasi umum dari organ pemerintahan 
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yang berhubungan dengan kebijaksanaannya sekarang atau dikemudian 

hari. 

6. Format dan Substansi Izin  

Sesuai dengan sifatnya, yang merupakan bagian dari ketetapan, 

izin selalu dibuat dalam bentuk format tertulis. Sebagai ketetapan tertulis, 

secara umum izin memuat substansi sebagai berikut : 

 1. Kewenangan Lembaga 

  2. Pencantuman alamat 

 3. Substansi dalam diktum  

 4. Persyaratan 

 5. Pengguanaan alasan 

6. Penambahan substansi lainnya 

Dalam suatu negara hukum, pengawasan terhadap tindakan 

pemerintahan dimaksudkan agar pemerintah dalam menjalankan 

aktivitasnya sesuai dengan normanorma hukum, sebagai suatu upaya 

preventif, dan juga dimaksudkan untuk mengembalikan pada situasi 

sebelum terjadinya pelanggaran norma-norma hukum, sebagai upaya 

represif. Di samping itu, yang terpenting adalah bahwa pengawasan ini 

diupayakan dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi 
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masyarakat. Sarana penegakan hukum itu di samping pengawasan 

adalah sanksi. Sanksi merupakan bagian penting dalam setiap peraturan 

perundang-undangan. Sangsi biasanya diletakkan pada bagian akhir 

setiap peraturan yang dalam bahasa latin dapat disebut in cauda 

venenum, artinya di ujung suatu kaidah hukum terdapat sanksi. Arti sanksi 

adalah reaksi tentang tingkah laku, dibolehkan atau tidak dibolehkan atau 

reaksi terhadap pelanggaran norma, menjaga keseimbanganya dalam 

kehidupan masyarakat. Dalam Hukum Adminisrasi Negara dikenal 

beberapa macam sanksi, yaitu : 28 

a. Bestururdwang;  

b. Penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan;  

c. Pengenaan denda administratif ;  

d. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (dwangsom). 

Dwangsom dapat duraikan sebagai tindakan-tindakan yang nyata 

dari penguasa guna mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh suatu 

kaidah hukum administrasi atau (bila masih) melakukan apa yang 

seharusnya ditinggalkan oleh para warga karena bertentangan dengan 

undang-undang. 29 
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 Philipus M. Hadjon, dkk., op. cit, hlm. 245  
 
29

 Ibid, hlm. 246 
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Penarikan kembali suatu keputusan (ketetapan) yang 

menguntungkan. Pencabutan ini dilakukan dengan mengeluarkan suatu 

ketetapan baru yang isinya menarik kembali dan/atau menyatakan tidak 

berlaku lagi ketetapan yang terdahulu. Penarikan kembali ketetapan yang 

menguntungkan berarti meniadakan hak-hak yang terdapat dalam 

ketetapan itu oleh organ pemerintahan. 30 

Pengenaan denda adminsitratif dimaksudkan untuk menambah 

hukuman yang pasti, terutama denda administrasi yang terdapat dalam 

hukum pajak. Pembuat undang-undang dapat memberikan wewenang 

kepada organ pemerintah untuk menjatuhkan hukuman yang berupa 

denda terhadap seseorang yang telah melakukan pelanggaran peraturan 

perundang-undangan.31  

Pengenaan uang paksa dalam hukum admninistrasi dapat 

dikenakan kepada seseorang atau warga negara yang tidak mematuhi 

atau melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah, sebagai 

alternatif dari tindakan paksaan pemerintahan. 32 
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 Ridwan HR, op. cit, hlm. 243  
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 Ibid, 247-248 
32

 Ibid, 246  
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B. Ibadah Haji 

1. Pengertian Ibadah Haji 

Kata haji berasal dari bahasa arab yang berarti datang atau 

berkunjung. Dalam Islam maknanya “melakukan ibadah haji”, yaitu datang 

ke Baitullah dan melakukan ibadah-ibadah tertentu di sana, dimulai dari 

berpakaian ihram, lalu berdiam (wuquf) di Arafah, dilanjutkan dengan 

melontar jumrah di Mina, ṭawaf, kemudian saʻi, dan di akhiri dengan 

mencukur rambut (tahallul). 33 

Defenisi Ibadah haji berdasarkan Pasal 1 angka (1) UU No. 13 

Tahun 2008 menegaskan bahwa „Ibadah haji adalah rukun islam kelima 

yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang islam 

yang mampu menunaikannya’.  

Ibadah Haji merupakan perjalanan jasmani dan ruhani seorang 

muslim. Oleh sebab itu, orang yang akan menjalaninya harus memiliki 

persiapan yang cukup, baik persiapan mental maupun fisik dan materi. 

Secara jasmani, mereka akan melakukan perjalanan jauh yang 

melelahkan sehingga membutuhkan kekuatan fisik dan materi yang baik 

sedangkan secara, ruhani mereka akan mensucikan diri di hadapan Allah 

SWT.34 
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 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Tafsirnya, Jilid 1 (Jakarta: PT. Karya Toha 
Putra, cet. 3, 2009), h. 293 
34 Muchtar adam, Cara mudah naik haji, Mizan, Bandung, hlm. 25. 
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Menurut bahasa, haji berarti maksud atau tujuan pengertian secara 

istilah, ada beberapa pengertian yang dapat dikemukakan sebagai berikut 

:35 

a. Dalam buku mengenai bimbingan manasik haji yang diterbitkan 

oleh Departemen Agama RI mangatur bahwa:Haji ialah berkunjung 

ke Baitullah (Ka‟bah) untuk melakukan beberap amalan antara lain 

wukuf, tawaf, sa‟i, dan amalan lainnya pada masa tertentu demi 

memenuhi panggilan Allah SWT. dan mengharapkan ridhaNya.  

b. Muhammad Jawwad Mughni mengartikan haji sebagai bepergian 

dengan tujuan ke Baitullah yang suci untuk melaksanakan manasik 

(tata cara ibadah) tertentu.  

Ibadah haji memiliki beberapa keunikan. Pertama, ibadah ini hanya 

bisa dilaksanakan di tempat dan pada masa yang telah ditentukan. Kedua, 

jika syahadat merupakan ibadah lisan, puasa merupakan ibadah fisik, 

zakat merupakan ibadah harta, dan ṣalat merupakan ibadah gerakan fisik 

dan lisan, tetapi ibadah haji merupakan gabungan dari berbagai ibadah 

tersebut, yaitu mencakup ibadah harta, gerakan fisik dan lisan. Ketiga, 

ibadah haji banyak mengandung simbol-simbol yang setiap jamaʻah haji 

sebaiknya mampu menangkap simbol-simbol tersebut sehingga ia mampu 

menangkap esensi pelaksanaan ibadah haji. Keempat, ibadah ini banyak 

                                                       
35 Moh.Rifai, 2012:Terjemah Kholashoh Kafiyatul Akhyar, Toha Putra, Semarang, hlm. 

615. 
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mengandung unsurunsur pendidikan yang akan membawa seorang 

muslim ke arah kesempurnaan iman dalam rangka pembentukan pribadi 

muslim seutuhnya. Kelima, ibadah haji dapat menumbuhkan rasa 

kecintaan kepada Rasulullah saw, dan para sahabat beliau, karena 

tempat-tempat yang dikunjungi dalam pelaksanaan ibadah haji adalah 

tempat-tempat yang menjadi awal pertumbuhan Islam. 

Selain itu, ibadah haji merupakan ibadah mahdah, dimana semua 

tata cara pelaksanaannya tergantung pada apa yang digariskan Syari‟ 

(Allah dan Rasulnya). Umat islam tidak dapat menambah atau 

mengurangi syariat haji, kecuali sebatas pengembangan dari apa yang 

telah dijelaskan dalam Al-quran dan Sunnah.36 

Kemudian untuk menjalankan ibadah aji, setiap warga negara wajib 

mendaftarkan diri kepada pemerintah selaku penyelenggara. Kegiatan 

ibadah haji tidak serampangan dilakukan oleh lembaga mana pun namun 

semuanya adalah wewenang pemerintah melalui Kemenag RI. Tentu 

Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan 

diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan dan 

memenuhi syarat yang ditetapkan yang dapat melaksanakan ibadah haji.  

                                                       
36 Ibid. Hlm.16 
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2. Dasar Hukum Ibadah Haji 

Dalam agama Islam,setiap anjuran atau perintah selalu 

berdasarkan firman Allah atau sabdah Rosul-Nya. Begitu pula dengan 

ibadah hajimerupakan rukun islam yang kelima, tetapi dengan 

kebijakannya, Allah mewajibkan ibadah haji bagi yang mampu saja. 

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Ali Imron 97:  

                                                                          

Artinya: mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu 

(bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah. 37 

Hadist riwarat ibnu umar : 

ضي                       الله ر نه  لى      ر               :         ص الله  يه  ل لم      ل ى              ن ي  » و 

ص       و                     و                     و               ر                  و                      ه                        :          ر          و 

Nabi SAW bersabda. "Islam itu didirikan atas lima perkara. Yaitu, bersaksi 

bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan 

Muhammad adalah Rasul-Nya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa 

pada bulan Ramadan, menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi yang mampu 

melakukannya." (mutafaqun alaih). 

                                                       
37 Al-Qur’an Surat Ali-Imran Ayat 97 
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Makna haji secara istilah (terminologis) adalah perjalanan mengunjungi 

Baitullah untuk melaksanakan serangkaian ibadah pada waktu dan tempat 

yang telah ditentukan. Sayyid sabiq, ahli fikih kontempmenorer Mesir (lahir 

1915 M) mendefenisikan haji, yakni; dengan sengaja pergi ke mekah 

untuk melaksanakan tawaf, wukuf di arafah, dan rangkaian manasik haji 

lainnya, dalam rangka memenuhi panggilan (Kewajiban dari) Allah dan 

mengharapkan keridaan Allah.38 

Dalam islam pensyariatan ibadah haji yang terwujud melalui berbagai 

ritual mempunyai banyak hikmah yang dapat diambil sebagai I‟tibar dari 

pelaksanaan ibadah haji : 39 

1. Ibadah haji yang dilakukan dengan niat ikhlas, dan memenuhi 

ketentuannya, Allah menghapuskan dosa orang yang 

menunaikannya;  

2. Melaksanakan ibadah haji dapat memperteguh dan 

memperbaharui keimanan dan penolakan terhadap segala bentuk 

kemusyrikan baik berupa patung-patung, bulan, bintang, dan 

matahari bahkan segala sesuatu selain Allah. Orang yang 

melaksanakan ibadah haji akan menyadari betapa berat 

perjuangan Nabi Ibrahim AS bersama isterinya Siti Hajar, serta 

anaknya Nabi Ismail AS dalam menegakkan ketauhidan di muka 

                                                       
38 Ibid., hlm. 1 
39 Ibid. hlm. 14-16 
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bumi dan dalam rangka membangun rumah allah (Ka‟bah) sebagai 

pusat peribadatan umat islam; 

3. Ibadah pada mulanya dikumandangkan Ibrahim AS membawa 

keyakinan tentang adanya neraca keadilan Ilahi dalam kehidupan 

ini, puncaknya akan diperoleh setiap makhluk pada hari 

kebangkitan; 

4. Mempertebal rasa sabar dan meningkatkan ketaatan terhadap 

ajaran-ajaran agama selama menjalankan ibadah haji dirasakan 

betapa besar perjuangan yang dihadapi untuk mendapatkan 

keridhaan Allah SWT.  

5. Meningkatkan rasa syukur yang sedalam-dalamnya atas segala 

karunia Allah SWT kepada hambanya sehingga mempertebal rasa 

pengabdian kepadanya. 

Berdasarkan hikmah yang diatas, dapat disimpulkan bahwa haji bukan 

hanya sebagai perjalanan spiritual saja melainkan suatu ketentuan yang 

didambakan oleh seluruh umat muslim di seluruh dunia. Oleh karena itu, 

seluruh umat muslim berlomba-lomba untuk dapat menunaikan ibadah 

haji walaupun melalui berbagai rintangan atau perjalanan yang sangat 

jauh. Walaupun jamaah haji yang bertemu di Baitullah (rumah Allah) 

sama-sama memiliki niat yang semata-mata untuk beribadah, namun 

atsar (bekas) ibadah tersebut bagi tiap person tidaklah sama, karena Nabi 
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SAW. bersabda: “Kalian umatku lebih mengetahui urusan dunia”, artinya 

banyak cara menuju Baitullah sepanjang tidak melanggar syari‟at yang 

telah ditentukan Allah SWT. 40 

3. Penyelenggaraan Ibadah Haji 

Dalam Pasal 1 angka (2) UU No. 13 Tahun 2008 Tentang 

Penyelenggaraan Ibadah Haji ditegaskan bahwa penyelenggaran ibadah 

haji adalah Rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji 

yang meliputi pembinaan, pelayanan dan perlindungan jamaah haji.  

Penyelenggaraan ibadah haji adalah suatu proses dalam menjalankan 

kebijakan pemerintah dalam bidang agama islam untuk melaksanakan 

dipenuhinya hak hak dasar umat muslim menuju baitullah. Kegiatan 

ibadah haji adalah kegiatan tahunan yang telah diselenggarakan sejak 

orde baru sampai saat ini.  

Penyelenggaraan ibadah haji dikelola dengan mengutamakan 

kepentingan jemaah sesuai dengan hak dan kewajibannya agar dapat 

melaksanakan ibadah haji sesuai dengan tuntutan syariah dan 

pelaksanaannya dapat berjalan dengan aman dan nyaman. Meskipun 

penyelenggaraan ibadah haji menjadi tanggung jawab Pemerintah, 

masyarakat didorong partisipasinya dalam penyelenggaraan ibadah haji 

melalui bimbingan ibadah haji baik secara perseorangan maupun 

                                                       
40 Empat Satu Kelompok, Cara Mudah Naik Haji, Buku Panduan untuk Calon Haji dan Umroh, 
Bandung, Mizan, 1993, hlm. 17. 
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kelompok dan penyelenggaraan ibadah haji khusus bagi jemaah haji yang 

memerlukan pelayanan khusus . Sesuai dengan Penjelasan Umum pada 

Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2012 (selanjutnya di singkat PP 

No. 72 Tahun 2012) penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas 

nasional dan menyangkut martabat serta nama baik bangsa, kegiatan 

penyelenggaraan ibadah haji menjadi tanggung jawab Pemerintah. 

Namun, partisipasi masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari sistem dan manajemen penyelenggaraan ibadah haji. Partisipasi 

masyarakat tersebut direpresentasikan dalam penyelenggaran ibadah haji 

khusus dan bimbingan ibadah haji yang tumbuh dan berkembang dalam 

masyarakat. Untuk terlaksananya partisipasi masyarakat dengan baik, 

diperlukan pengaturan, pengawasan, dan pengendalian dalam rangka 

memberikan perlindungan kepada jemaah haji.  

C. Travel 

1. Pengertian Travel 

Asal usul kata “travel” yang paling mungkin hilang dari sejarah. 

Istilah “travel” berasal dari kata Prancis Lama “penderitaan”. Menurut 

kamus Merriam Webster, penggunaan pertama yang diketahui dari 

perjalanan kata berada di abad ke-14. Ini juga menyatakan bahwa kata 

berasal dari Inggris Pertengahan travailen, travelen (yang berarti 

menyiksa, tenaga kerja, berusaha, perjalanan) dan sebelumnya dari Old 

French travailler (yang berarti bekerja keras, kerja keras). 
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Travel adalah pergerakan orang antara lokasi geografis yang relatif 

jauh, dan dapat melibatkan perjalanan dengan berjalan kaki, sepeda, 

mobil, kereta api, kapal, pesawat, atau cara lain, dengan atau tanpa 

bagasi, dan dapat menjadi salah satu cara atau round trip. Travel juga 

dapat mencakup menginap yang relatif singkat.41 

 Fungsi umum dalam hal ini travel merupakan suatu badan usaha 

yang dapat memberikan penerangan atau informasi tentang segala 

sesuatu yang berhubungan dengan dunia perjalanan pada umumnya dan 

perjalanan wisata pada khususnya. Sedangkan fungsi khusus: travel 

adalah dalam kegiatannya ia bertindak atas nama perusahaan lain dan 

menjual jasa-jasa perusahaan yang diwakilinya. Karena itu ia bertindak di 

antara wisatawan dan industri wisata. Biro perjalanan wisata sebagai 

badan usaha yang merencanakan dan menyelenggarakan tour dengan 

tanggung jawab dan resikonya sendiri. Biro perjalanan wisata sebagai 

pengorganisasi yaitu dalam menggiatkan usaha, BPW aktif menjalin 

kerjasama dengan perusahaan lain baik dalam dan luar negeri. Fasilitas 

yang dimiliki di manfaatkan sebagai dagangannya. 

2. Dasar Hukum Izin Travel Ibadah Haji dan Ibadah Haji Khusus 

Indonesia  

Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki jumlah 

penduduk beragama Islam terbesar di dunia, melakukan penyelenggaraan 

                                                       
41 http://harmonitravel.com/pengertian-travel/ (diakses tanggal 27 Desember 2020) 
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ibadah haji setiap tahunnya. Saat ini dasar hukum pelaksanaan 

penyelenggaraan ibadah haji berdasarkan pada Undang-undang Nomor 

13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Dalam Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji 

mengatur mengenai rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah 

haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jemaah haji. 

Dalam prakteknya, Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2008 belum 

menjawab tuntutan dan harapan masyarakat karena substansi dan 

cakupannya belum sepenuhnya dapat mempresentasikan 

terselenggaranya ibadah haji dan umrah secara professional sehingga 

penyelenggaraan ibadah haji maupun umrah menjadi permasalahan 

kompleks yang dihadapi Pemerintah setiap tahun. Oleh sebab itu 

diperlukan undang-undang yang baru sebagai pencabutan terhadap 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah 

Haji. 

 Adapun jangkauan yang dijamin undang-undang tersebut adalah 

perbaikan ketentuan persyaratan, manajemen pendaftaran, penyediaan 

kuota, transparansi sistem informasi serta upaya penyempurnaan sistem 

dan manajemen penyelenggaraan ibadah haji dan umrah agar 

pelaksanaan ibadah haji dan umrah berjalan aman, tertib, dan lancar 

dengan menjunjung tinggi semangat keadilan, transparansi, dan 

akuntabilitas publik. Agar pengelolaan ibadah haji menjadi lebih baik maka 
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dibentuk suatu lembaga yang berfungsi untuk melaksanakan 

penyelenggaraan ibadah haji.  

Arah pengaturan undang-undang ini adalah untuk memberikan 

perlindungan bagi jemaah haji dan jemaah umrah dalam proses 

pengurusan pelaksanaan ibadah haji atau umrah, pada saat 

melaksanakan ibadah haji atau umrah di tanah suci dan sampai ke tanah 

air. Hal tersebut merupakan hak Jemaah haji maupun Jemaah umrah 

yang harus diberikan oleh Pemerintah. Pemenuhan hak jemaah haji 

menjadi tanggung jawab pemerintah, terutama dalam hal pembuatan 

dokumen administrasi perjalanan ibadah haji, pembinaan, pengadaan 

transportasi udara dan darat, pengadaan pemondokan, pengadaan 

katering, dan pemeriksaan kesehatan haji. 

Penyelenggaraan Ibadah Haji dapat dilakukan melalui 

Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus yang pelayanan, pengelolaan, dan 

pembiayaannya bersifat khusus. Sesuai dengan ketentuan umum Pasal 1 

angka (7) PP No.79 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan UU No. 13 Tahun 

2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, bahwa: Penyelenggaraan 

Ibadah Haji Khusus adalah Penyelenggaraan Ibadah Haji yang 

dilaksanakan oleh PIHK dengan pengelolaan, pembiayaan, dan 

pelayanannya bersifat khusus. Calon haji dapat memperoleh informasi 

mengenai ibadah haji khusus atau Ongkos Naik Haji Plus (ONH Plus) 
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melalui brosur, foto, percakapan langsung di biro-biro perjalanan yang 

khusus melayani perjalanan haji dengan biaya plus.42  

Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) adalah biro perjalanan 

yang telah mendapat izin Menteri untuk menyelenggarakan Ibadah Haji 

Khusus. Pelayanan dan pengelolaan yang bersifat khusus meliputi waktu 

pelaksanaan, akomodasi, konsumsi, transportasi, kesehatan, dan 

bimbingan ibadah haji. Program haji ini cocok untuk calon haji yang 

karena kesibukannya sehingga tidak bisa teralau lama, nyaman, atau 

ingin waktu yang singkat dan pilihan waktu berangkat.  

Namun perlu diketahui bahwa program haji khusus memakan biaya 

yang lebih banyak dibandingkan dengan program haji regular. Selain itu 

tanggung jawab pelaksanaan haji khusus dominan kepada 

Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus tersebut dalam hal ini biro 

perjalanan haji yang telah berizin dari kementrian agama.  

PIHK sebagai penyelenggara bukan pemerintah, perlu diatur 

secara ketat sehingga tujuan penyelenggaraan ibadah haji berdasarkan 

asas-asas penyelenggaraan ibadah haji. Oleh karena itu, sebagaimana 

pasal 35 Ayat (2) PP No.79 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan UU No. 13 

Tahun 2008 mengatur bahwa Menteri menetapkan jumlah minimal dan 

maksimal Jemaah Haji khusus yang dapat dilayani oleh PIHK pada satu 

                                                       
42 Pasal 1 angka (7) PP No.79 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan UU No. 13 Tahun 2008 

Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji 
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musim haji. PIHK wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh 

Menteri.  

Sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Ayat (8) PP No.79 Tahun 2012 

Tentang Pelaksanaan UU No. 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan 

Ibadah Haji, ditentukan bahwa Persyaratan PIHK paling sedikit meliputi: 43 

a)  Telah memperoleh izin sebagai PPIU dari Menteri;  

b)  Telah menyelenggarakan Ibadah umrah paling singkat selama 3 

(tiga) tahun dan memberangkatkan jemaah umrah paling sedikit 300 

(tiga ratus) orang;  

c)  Memiliki kemampuan teknis untuk menyelenggarakan Ibadah Haji 

khusus yang meliputi kemampuan sumber daya manusia, sarana dan 

prasarana, dan manajemen;  

d)  Memiliki kemampuan finansial untuk menyelenggarakan Ibadah 

Haji khusus yang dibuktikan dengan jaminan bank; dan  

e)  Memiliki komitmen untuk menyelenggarakan Ibadah Haji khusus 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan, standar pelayanan 

yang ditetapkan oleh Menteri, dan ketentuan Pemerintah Kerajaan 

Arab Saudi.  

                                                       
43 Pasal 35 Ayat (8) PP No.79 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan UU No. 13 Tahun 2008 

Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji 
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 Dengan demikian diharapkan penggantian terhadap Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji 

dapat memberikan perlindungan, kepastian dan kenyamanan bagi 

Jemaah haji dalam menjalankan ibadah haji. 

Prosedur Pendaftaran Jemaah Haji Khusus sebagai berikut: 

 1. Menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 

ayat (1) dan ayat (2) kepada petugas Kantor Wilayah Kementerian Agama 

Provinsi atau Direktorat Jenderal;  

2. Membayar setoran BPIH Khusus ke rekening Menteri pada BPS BPIH 

sesuai besaran yang ditetapkan oleh Menteri; dan 

3. Menyerahkan bukti setoran BPIH Khusus kepada Kantor Wilayah 

Kementerian Agama Provinsi atau Direktorat Jenderal.44 

Penyelenggaraan haji menjadi tanggung jawab Menteri Agama 

yang dalam pelaksanaan sehari-harinya secara struktural dan teknis 

fungsional dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat 

Islam dan Urusan Haji (BIUH). Ditjen BIUH dibentuk berdasarkan 

Keputusan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 1979 (merupakan 

penggabungan dari Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Ditjen Urusan 

Haji), yang memiliki dua unit teknis yaitu Direktorat Penyelenggaraan 

                                                       
44

 Peraturan Menteri Agama No. 23 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji 
Khusus Pasal 12 
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Urusan Haji dan Direktorat Pembinaan Urusan Haji. Ditjen BIUH 

merupakan pelaksana teknis penyelenggaraan haji untuk tingkat Pusat, 

yang mempunyai tugas dan fungsi menjalankan sebagian tugas pokok 

Departemen Agama di bidang bimbingan masyarakat Islam dan urusan 

haji serta menyelenggarakan fungsi perumusan, pelaksanaan dan 

pengendalian kebijaksanaan teknis bimbingan masyarakat, penerangan 

dan urusan haji. Dengan kata lain, unit teknis yang mempunyai fungsi 

sebagai penanggung jawab (leading sector) dalam penyelenggaraan haji 

dan telah mendapat delegasi wewenang dalam hal fungsi perumusan, 

pelaksanaan dan pengendalian kebijaksanaan teknis penyelenggaraan 

haji diberikan kepada satuan unit kerja Ditgara Haji dan Ditbina Haji. 

Dasar hukum izin travel ibadah haji dan ibadah haji khusus 

Indonesia antara lain yaitu: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 79 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Peraturan Menteri 

Agama Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang 

Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dimana perubahan pertamanya ada 

pada Peraturan Menteri Agama No.11 Tahun 2017 dan perubahan 

keduanya di Peraturan Menteri Agama No.7 Tahun 2019. 

  


